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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN 

PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan 

Barang Milik Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 398); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN 

PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

4. Sekretaris Daerah adalah pengelola BMD. 

5. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola 

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. 

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan 

kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi 

pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan 

daerah. 

7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan BMD. 

8. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa 

Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat 

yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat 



2021, No.1076 -4- 

yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada 

Pengguna Barang. 

10. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi 

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 

menatausahakan BMD pada Pengelola Barang. 

11. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional 

umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada 

Pengguna Barang. 

12. Pengurus Barang Pembantu adalah jabatan fungsional 

umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

13. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan 

BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa 

Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola 

Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 

BMD. 

15. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan 

penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh 

Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna 

atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan 

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada 

Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau 

Pengelola Barang. 

16. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMD. 

17. Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh 

Pengelola Barang dari laporan barang pengelola dan 

laporan Pengguna Barang secara semesteran dan 

tahunan. 

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun 
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masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya. 

19. Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk 

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

Pelaporan. 

20. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

21. Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk 

dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap. 

22. Intrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang 

memenuhi kriteria kapitalisasi. 

23. Ekstrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang 

tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. 

24. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi 

keuangan dengan transaksi pembukuan BMD 

berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

25. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR 

adalah Daftar Barang yang digunakan untuk mencatat 

barang-barang yang berada dalam ruangan. 

26. Nomor Induk Barang yang selanjutnya disingkat NIBAR 

adalah kode register barang pada saat 

perolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui 

sebagai BMD. 

27. Kartu Identitas Barang yang selanjutnya disingkat KIBAR 

adalah Pembukuan yang menggambarkan seluruh 

kegiatan transaksi yang terjadi pada setiap BMD pada 

Aset Tetap dan Aset Lainnya. 

28. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ 

Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 


